
Oipindai dengan CamScanner 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DE\VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABVPATEN BREBES 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPA'fEN BREBES 

NOMOR: 1 TAHON 2005 

NOMOR: 1 TAHUN : 2005 SERI: E NO. : ·1 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BREBES 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Oipindai dengan CamScanner 

I. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembemukan Daerah · daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

:?. Undang · undang Nomor 8 Tahun 1987 lentang 
Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia 

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupatcn Brebes merupakan lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lernbaga 
pernerintahan daerah yang merupakan wahana unruk 

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila; 
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Norn or 24 

Tahun 2004, maka kedudukan protokoler dan 

kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. 

- 

Menginga1 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA1,iG MAHA ESA 
BUPA'fl BREBES, 
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. 
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan ?erwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor4277 ); 
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4 286 ); 

- - 
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Xedudukan Maje'.s ?e:::::··:·a,varatan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 92, Tambabao Lembaran Negara Nomor 

Nomor 3363); 

3. Undang- undang Nomor 3 I Tahun 2002 tentar.g Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4251); 

t•'h •. 'I ' ~L .. ..1:. h.-,., .~ 
. . . . . ..... . .... . , Tahun 19f 1 ; ic· 

., 
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Tambahan Lembaran Negara Nome, 4433 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 62 Tahun I 990 

tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata 

Temcat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan 

4310 ); 

7. Undang - undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 l~omor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor4355); 

8. Undang - undang Nomor I:> Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Peruridang - undangan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 
89); 

9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara-Nomor4437 ); 

I 0. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusar 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

1 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Dipindai dengan CamScanner 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 24, Tambahun Lcmbaran Negara Nomor 
3952); 

12. Pcraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4022); 

( 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kcdudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tan,bahan Lcmbaran Negara Nomor 
4416); 

14 .. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Pcdoman Penyusunan Pcraturan Tata Tertib Dewan 
Penvakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 
Republik I .. C:u •• ~.;:: Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan 
r -mbaran Negara Nomor 4417); 

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 I 49 
/2004 tanggal I Agustus 2004 tcnrang Percsmian 
Pemberhentian dan Pengangkntan Anggota Dewan 

.. 
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BABI 
KETENTUAN UMU~t 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DE\VAN 
PER\VAKii..Ai;, ~.:..KYAT DAERAH KABUPATEN 
tlD£BES. 

Menerapkan 

BUPATI BREBES 

dao 

DE\VAt'I PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KADUPATEN 

BREBES 

Dcngan Persetujuan Bersama 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes; 
16. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 170/85 

/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes. 
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Pnsal J 

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Drebes. 
2. Pen,erintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Brebes yang tcrdiri dari Kepala Daerah bescrta 

Perangkat Daerah Kabupaten Drebes scbagai Sadan 

El:sekutifDaerah. 

3. Dewar. Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes 

sebagai Badan LegislatifDaerah; 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil v-wakil 

Ketua DPRD Kabupaten Brebes. 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Brebes. 

6. \Vakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Brebes. 
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresrnikan 

keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten 

Brebes dan telah mengucapkan sumpah I janj i 

berdasarkan :,e:e1.;~~ .. -· peraturan perundang · 

undangan. 

8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Brebes. 

9. Sekretariat DPRD adalah organisasi yang dibenruk 

untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas 
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. 
acara resmi atau pertemuan resmi. 

12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara 
keoegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan 
mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata 
oenghormatan sehubungan dengan penghormatan 
kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau 
kcdudukannya dalam negara, pemerintahan atau 
masyarakat. 

13. Acara resrni adalah acara yang bersifat resmi yang 
diatur dan dilaksanakan olch Pernerintah Daerah 
a.au Lernbaga Perwakilan Daerah, dalam 

pokok DPRD Kabupaten Brebes dalam rangka 
meningkatkan kualiias, produktilitas dan kincrja 
lernbaga perwakilan rakyat daerah dengan 
memperhatikan pedoman pcnyusunan organisasi 
perangkat daerah. 

10. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah 
yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten 
Brebes. 

11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang 
diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan 
penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam 
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,, 

n1eh1ksanakan rugas dan fungsi tertcntu, dihadiri oleh 

pejabat negara, pejabat pemerintah, pcjabat pernerintah 

Daerah scrta undangan lainnya. 

14. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara 

dalam acara kenegaraan dan acara rcsmi. 

15. Tata tempat adalah aturan mcngenai urutan tempat bagi 

pejabat negara, pejabat pernerintah, pcjabat pemerintah 

Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara 

kenegaraan atau acara resmi. 

16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan 

pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat 

pemerintah, pejabat pernerintah Daerah, dan tokoh 

masyarakat tertentu da_lam acara kenegaraan atau acara 

resmi. 
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap 

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Brebes sehubungan dengan kedudukannya sebagai 

Pimpi: .. r: .'.::: .'.::ggota DPRD. 

1 R. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Brebes dalam menghadiri dan mengikuti rapat ·• rapat 

dinas. 

- 
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19. Ttu~angan jabatan adalah uang yang diberikan setiap 
hulan kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Brebes karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil 

Ketua, dan Anggota DPRD. 
20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan 

yang diberikan setiap bulan kepada Pirnpinan atau 
Anggota DPRD Kebupaten Brebes sebubungan dengan 
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau 

Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarab, atau 
Komisi, atau Badan kehormatan, atau Panitia Anggaran 

atau alat kelengkapan lainnya. 
21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang 

disediakan i<.epacia Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Brebes berupa tunjangan pemeliharaan 
kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan 
perlengkapannya I rurnah dinas, kendaraan dinas 

jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat I tewas dan 
bantuan biayu pcngurusanjcnazah. 

22. Uang jasu pengabdian adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaien 

Brebes atas jasa pengabdiannya setclah yang 
bersar=kutan diberhentikan dengan hormat. 
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Bagiao Pertama 

Acorn Rcsmi 

Pasal 2 
(I) Pimpinan dan Anggota DPRD memperolch kedudukan 

BAB Il . r: 

KEDUDUKAN PROTOKOLER 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

23. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah selanjutnya 

disebut APBD ndnlnh rcncnna kcunngan tahunan 

Pemerintah Daerah Kabupatcn Brebes yang disetujui 

olch Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Brebes dan ditetapkan dengan Peraruran Daerah 

Kabupaten Brebes, 
24. Pejabat Pcmerinrah adalah pejabat pemr.rintah pusat 

yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan 

peraturan perundang -undangan. 

25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah 

otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai 

dengan peraturan perundang - undangan. 
26. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau 

Lembaga Pemcrintah Ncn Departernen di Daerah. 
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Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi 
yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah; 

b. Wakil • wakil Ketua DPRD bersamadengan Wakil Kepala 
Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya: 

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat 

Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten 

Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas I Badan dan atau 

Bagian Kedua 
Tata Tempat 

?asal 3 

Protokoler dalam Acara Resmi, 
(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

meliputi: 
a. Acara Resmi Pemenntah yang diselenggarakan di 

Dneiah; 
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan 

Pejabat Pemerintah; 

c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh 
Pejabat Pemerintah Daerah, 

I 

l2 
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•• 

a. Ketua DPRD di sebclah kiri Pejabat yang akan 

mengambil Sumpah I Janji dan melantik Kepala Dacrah 

dan Wakil Kepala Daerah; 

berikut: 

Pasal S 

Tara tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah I Janji dan 

Pelantikan Kepala Daerah Lun Wakil Kepala C.1e:·a1". :;~::;ai 

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan 

untuk Anggota; 

e. Sekreraris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan 

kondisi Ruang Rapat. 

' . 

P:,sal 4 

Tata tern pal dalam rapat • rapat DPRC sebagai berikut: 

a. Kctua DPRD didampingi oleh Wakil • wakil Kenia 

DPRD; 

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan 

sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD; 

c. Wakil · wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua 

DPRD; 

Saluan Kerja Daerah lainnya. 
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h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru 
dilantik duduk di sebelab kanan Pejabat yang mengambil 
Surnpah I Janji dan melantik Kepala Daerah dan \Vakil 
Kepala Daerah, 

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan 
kondisi Ruangan Rapat; 

g. Manta., Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah 
pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil - wakil Ketua 
DPRD· ' 

b. Wakil - wakil Ketun OPIHJ duduk di sebelah kiri Kctua 

DPRD: 
c. Anggota DPRD menduduki tcmpat yang tclah discdiakan 

untuk Anggotn; 

d. Kepala Dacrah dnn \Vakil Kcpnla Dacrah yang lama, 
duduk di sebclnh kanan Pejabat yang akan mengambil 
Sumpah I Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Dacrah; 
e. Caton Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil - wakil Ketua 
DPRD· • 

• 
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Pasal 7 

Tata tempat dalam Acara pengambilan Sumpah I Janji dan 

Pelantikan Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD hasil 

Pem.ilihan Umum sebagai herikut: 

Pasal 6 

Tata tempat dalrun Acara Pengucapan Surnpah/ Janji Anggota 
DPRD meliputi: 

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan 

Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk 

duduk di sebelab kanan Kepala Daerab; 

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpab I janji, 

duduk di tempat yar.g telab disediakan; 

c. Setelah pengucapan sumpah I janji Pimpinan Sementara 

DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah; 

d. Pimpinan DPRD yang lama- dan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang 

telah disediakan; 

e. Sekretaris DPRD dudukdi belakangPimpinan DPRD; 

f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di 

tempat yang tel ah disediakan; dan 

g. Pers/kru TV /Radiodisediakan tempauersendiri. 

, 
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Bagian Keempat 

Tata Penghormatan 

Bagian Kctiga 
Tata Upacara 

PasaJ 8 
(I) Tata upacara dalam Acara Resmi dnpat berupa upacara 

bendera atau bukan upacara bendera. 
(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan 

kekhidmatan jalannya acara resmi, diselengarakan tata 
upacaia sc:su111 dengan ketentuan pemturan perundang · 
undangan. 

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala 
Daerahdan Wakil Kepala Daerah; 

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di scbelah kanan 
Ketua Pcngadilan Negcri; 

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil - wakil 
Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 

d. Mantan Pimpinan Sernentara DPRD dao Ketua 
Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan. 
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BABOI 

BELAN,JA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pcrtama 
Penghasilan 

Pasal 10 

Penghasilan Pimpinandan Anggota DPRD terdiri dari: 
a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunjangan Jabatan; 

d. Tunjangan Panitia Musyawarah; 

e. Tunjangan Kornisi; 
f. Tunjangan Panitia Anggaran; 
g. Tunjangan Badan Kehonnatan; 

Pasal 9 
(I) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan 

sesuai dengan peoghormatan yar.g diberikan kepada 

Pcjabat Pemerintah. 
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

dilaksanakao sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan. 

• 
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Pasal 12 

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paker. 
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebesa" 

Pasal 11 

(I) Pirnpinan dan Anggota DPRD diberikan Vang 

Representasi. ·· - (2) Uang Rep:esentasi Ketua DPRD setara dengan Gaji 

Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah. 
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % 

(delapan puluh perseratus) dan Uang Representasi Kerua 

DPRD. 
(4) Uang Represeruasi Anggota DPRD sebesar 75 o/o ( tujuh 

puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua 
DPRD. 

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) juga diberikan Tunjangan 
Keluarga dan Tunjangan Beras yang besamya sama 
dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri 
Sipil. 

h. Tunjangan Alai Ketengkapan Lainnya. 
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Pasal 14 
Pimpinan atau Anggoia DPRD yang duduk dalam Panitia 
Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan 
Kehormatan atau Alat Kclengkapan Jainnya yang diperlukan, 

diberikan tunj angan sebagai berikut: 

a. Kerua sebesar 7 ,5 o/o ( tujuh setengah perserarus ) dari 
Tunjangan Jabatan Kerua DPRD; 

b. Wakil Ketua sebesar .5 % (lima perseratus ) dari 

T unjangan Jabatan Ketua DPRD; 
c. Sekretaris sebesar 4 % ( empat perseratus ) dari 

TunjangartJabatan Kcrua DPRD; 
d. Anggota sebesar 3 % ( tiga perserarus ) dari Tunjangan 

Pasal 13 

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Jabatan. 

(2) Tuojangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

sebesar 145 % (seratus empai pulub Ema perseratus) dari 
rnasing -masing Uang Reprcscntasi. 

IO % (scpuluh pcrscratus) dari Uang Rcprcsentasi yang 

bcrsangkutan. 
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Pasal 17 
(I) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing I (satu) 

Bngian Kedua 

Tunjangan Kesejahteraan 
Pasal 16 

(I) Pimpinan dan Anggota DPRD besena keluarganya 
diberikan tunjangan pemcliharaan kesehatan dan 

pengobatan. 
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota OPRD yang mendapat 

pcmcliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau 

islri besena2 (dua)oranganak. 
(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (I) dibcrikan dalarn bentuk 

pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga 
Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Daerah. 

• 

Pasal IS 
Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan 

sesuai dcngan ketcntuan pcraturan pcrundang - undangan. 

Jnbatan Kctua DPRD. 
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. 
(3) Dalam hal Anggota DPW diberhentikan atau berakhir 

::::isa baktinya, wajib rnengerrbalikan rumah ,i: .. ~. 

beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada 

Pemerintah Daerah paling larnbat I ( satu ) bulan sejak 

tanggal pemberhentian. 

Pasal 18 
(I) Anggota DPRD dapat disediakan masing - masing I 

( satu) rurnah dinas beserta perlengkapannya. 

(2) Belanja pemeliharaan rumah dines dan perlengkapannya 

dibebankan pada APBD . 

rumah jabatar, ;,,cserta perlengkapannya dan I (saiu) unit 

kcndaraan dinasjabatan. 

(2) Be!anja pemelibaraan rumah jabatan beserta 

perlengkapan-nya dan kendaraan dinas jabatan 

dibebankan padaAPBD; 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau bcrakhir masa 

bakrinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta 

perlengkapannya dan kendaraan dines dalam keadaan 
baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) 

bulan sejak tanggal pernberhentian. 

21 
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Bagi:in Keti;:a 

Ua.ng J.asa Pengabdien 

PasaJ ?3 

( 1) Pimpinan atau Anggota DPRD ~ .:ng cleninggalduci::a stnu 
mengakhiri masa bakrinya diberikar IJ30g'. jasa 
pengabdian. 

{2) Besarnye u;int jasa pcngabdian sebng3UT'..JJU dimlksud 
pada ayat ( l) disesu;.ik.an dc:ngan masa bakti Pimpinan 
dan Anggota OPRD dengan kc:·~nruan: 
c. Masa bakti kurang da.-i \ ( satu ) tahun. 

dihitung I ( satu )t>hun penuh.bndibcr',~;m uangjasa 

pcngabdian l ( saru) bulan uang representasi; 
b, Masa bakt.i sampai dengan I (saiu) tlhun. dibe:rikan 

b. Bantu.an biaya pengurus.::nje~ 
representasi: 

rasal 22 

Dal.am haJ Pimpinan atau Anggota DPRO men.in~: dunia. 

keµdaahli warisdibcribn: 
a. Uang duka wafet sebesar 2 ( dua) kali ua.ng represcntasi 

atau apabila menin;ga.t dunia dalam menjal.3.llkan tugas 

dibcrikan u.ang du.ka -sebcsar 6 ( enam) bli uao;; 

?> -- 

rasal 21 
(I) Pimpin>n dan Anggot.1 DPRD disediakan pakaian dinas, 
(2) ~tand.,r satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas 

ditctapkan dengan Keputusan Kcpala Dae rah. 

rumah jebaran Pimpinan a.tau rumah dinas Ang,gota 

DPRD. kepada yang bcrsangkutam diberikan lUJ\i.ngnn 
p<rumahan. 

(2) Tunjangan perumehan scbagaimana dimaksud pada ayai 

(J) berupa uang sewa ruma.h yang besarnya disesuaikan 
dengan standar hargo scrcmpat yang berlaku yang 
ditetapkandengan Kcp~tusan Kepala Daerah, 

I (I) Dalam h.11 Pemcrintah Daerah belum dapat menycdinkan 
Pasal20 

l'asal 19 
Rumah jabatan Pimpinan DPRD. rurnah dinas Anggota 
DPRD beserta pcrlcngkapannya dan kendaraan dinas i•batan 
Pimpinan OPRD tidak dapat disewabcfikan 3Lau 

digunausahakan atau dipindahtangankan ateu diubah strukrur 
bangunan clan Stat us bukum.nya. 
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8A8 V 

PENGELOI.AAN KEUA<"<GA."< DPRD 
P3.5.al 2S 

( 1) Sekrctaris DPRD m:nyusun bel:l.3j3 DPRD ~~ 
terdiri etas bclanj:.\ pcng.basllan Pimpin.t.n da.."1. 

~nggota OPRD. runjangan kesejahteraaa Pim;,in:!:1 
dan Anggota OPRO d3n belacja Pc11uojac_; 
Kegiaran OPRD yao.g difommhsilcan ke d::tla.rn 
Rencana .Kcrjn d':1n Angs:lt3.D Saluan Kerjc 
Perangket Oaer.:th Sek:n::t:ln:11 DPR.O. 

(2) Bdanja. penghasitaa Pimpinan dan Aeggota OPR.D 
sebagaimana dima:.Jud peda ayat ( l) :.:. __ :; _: .:...-.!~ 

ketentuan Pasal 10.dl:mf;tnrbod:u:lt:l Pos DPRO. 

(3) Tunjangan kesejahteraan PimpL,on <b.n Angg:o'3 
DPRD sebagaimana dim.3.k:sud JXld3 ay:n ( 1 , 
terscbut dalam ketentuan PllS!ll J 6. Pasat 17. Pa._"'11 

f 8. Pesat 20. Pns,31 21. Pasat 22. dan Pasal !3 serta 

mendukung kclancatan t\lgll$. r..i:ng,i d.:an we~cnang: 

orRD. 
(2) Belanja Penunjaog Kegi3t3.n sebagaimena 

dimaksud peda ayat (I) disusun berd.1.so.tkan 

Rencana K.crjs yang diteupka.n Pimpinan DPRO. 

BELAJ'\'JA PENUNJANG K£ClATAN DPRO 
Pasal 24 

(0 Bdanja Pcnunjang Kegiatan disediakan u.ntuk 

3AB!V 

uaogjasa j,cogabdian 1 (satu) bulan uang rcpresentesl, 

c. Masa l,okti samp:ii dengan 2 (dun) tahun, dibcriken 

uangjasa pengabdian 2 (dua) bu Ian usng reprcscntasi; 
d. Maso bakti sampai dengon 3 (tiga) tahun, diberikan 

uangjasa pengebdian 3 (tiga) bulan uang representasf 
e. Mase bakti sampai dengan 4 (cmpat) tahun, diberikan 

uang j3$11 pengabdian 4 (empat) bulan uang 
representasi; 

f. Masa bakti sampai dengan S ( lima) tahun, diberikan 
uang jasa pengabdian sc.dnggi - tingginya 6 ( enam ) 
bulan uang representasi. 

(3) 0c"J3ffl haJ Pimpinan clan Anggota DPRD meninggal 
dunia. uang jasa pengabdian sebagalrnana dimaksud .. 
pada ayat (2)cliberikan kcpadaahli warisnya. 

(4) Pemoayaran uangjasa pengabdian dilakukan setclahyang 
bersangkutan dinyatakan diberhennkan secara horrnar 
sesuai deng.an kctenruan peraturan pemndang undangan. 
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Dalam hal tesjadl _pcffll3S3lahan oelaksatuan Peraruran 

Daerah ini. penyelesaiannya dif~iliwi oleh Oubcmm Jaw::. 
·rcnf!:.l1l selaku Wak.il Pcmerintah, 

BAB VO 

Kf.TENTUAN PEl"-UTlJP 

DABVI 

KETEl>'TUAN PERALIH-"" 
Paul 28 

( J) Apabila di kemudi.on hari terdapat perubahaa pcr.nuran 

perundaog undangan yang men.gatur kctentwm ini, 
maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana 

rncsrinya, 
(2) Perubahan atas kep-utusan ini, dil:ikuka.n seb.mbat 

Jambatnya 6 ( en.am ) bulan sejak diendaagkan 

peraruran penmd:ing uedangan rersebut, 

jawaben bclanja OPRO sebag~~mana dimaksud pad;i ayat 
(I) djsamakM dengan bclanj-:i satuan kcrja perangka.t 

deerah lainnya, 

27 

Pasal27 
(ll Anggaran bclanja Dl'RD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkandari APBD. 

M2) P,myusunan. pclaksanaae wa useha dan pcrtanggung- 

Pual26 

Pe-nganggarn.n atau tiudakao yans berakibat pcngeluaran atas 

beban bcfanja DPRD unruk tujuan latn di Juar kerentuan yang 

diretapkan dalam peraturon pemcrintah ini, dinyatakan 
m.:-langg::rl::ukum, 

Bclania Pcnunja.,g Kcgi:uan DPRD scb3gaim.ana 

dimaksud dalam Passi 24 ayat (2), dionggarlou, 
dalam Pos Sekret3.rult DPRD yang diurnikan ke 

dalamjenis belanja sebagai bcrik.ut: 

a. BelanjaPegawai; 

b. Bclsnja Barang don Jasa; 

c. Bclanja Pc:rjolanan Dinas; 
d, Belaoj~PcmcUbaraan; 
e, Belanj.a Modal 

(4) Pengelolaan bclania DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris 

DPRD dengan herpcdoman pad.a ketentuan peraturan 

perundang und:mgan. 
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KARSOXO, S..SO.. 
Pembin3 

~1P. soeorn-s 

DIMUAT DAI.AM LEMBERM' DA[AAH 

KABUPA'T"EX BREBES 
TAHUN 2005 SERI E xo, I 

DIUNDA>'IGKA.~ DALA~I LE."IBARAN :<EG,\RA 
KABUPATE-1 BREBES 

t'AOA TANGGAL: 13 IA.''UARI 2005 
YMT SEKRETA!uS OAER.>\H 

ASIS°TE'II 
capw!. 

- 

rNDRA KUSIJ.\IA 

nd. 

Ditcupl;an di Brebes 
Pada 13Ilggal 8 Januari 2005 

BUPATI BREBES. 
Cap 

Paw31 
Peraturaa 03crah inl mulai berlaku pada taoggal 
diunJang.k.an. Agar setiap orang r..tcogctahuinya. 
mernerintahkan pcngundang_an Pcratur:m Daerah in.i dengan. 
penempafall.Dya dafam Lembaran Daetab Kaabupaten 

Brebes. 

Puo130 
Pado so:,t ditetapk.annya Pcraturan D:ierah ini, maka 
kctentwn Pas,! 69 sampoi dengan Posa! 77 PCT3lllnm 

Daerah Nomor 9 To.bun 2003 tentang Pokok pokol< 
;,engelolaan KCU3Dgan Daerahdinyatakan tidak berlaku, 
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J. PENJELASAN UMUJ\1 
Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga 
Pemerintahan Daerah sebagai wahaoa demokrasi dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan daerah .. 
Sebagai Lembaga Pemeriotahan Daerah, DPRD mempunyai 

kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan 
dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bennakna bahwa 
antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama 
dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungao bersifat 

.· 

.. 

KEDUDUKANPROTOKOLERDANKEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DE\VAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BREBES . 

Tl!:N1~G 

PENJELASAN ATAS 
Pf..RATURAN DAERAH 
KABUP,'\.TEN BREBES 
NOl\10R 1 TAHUN 2005 

1 
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Pasal3 
Cukupjelas. 

Pasal4 
CukupjelH 

Cul--upjda<t 

Pengaturan tr:ntang kcdudubn proeokoler Pimpinan du: 
Anggota DPRD mcru:pakan pcdoman pdaksanaan acara kcncga.-ut 
,tau acara resmi Pcrncrintah yang; disdenggarak:an di Da:enh 

• :hubungan dcnganjabaiaonya seb•gai Pimpioan dan Anggora DPl!D. 
enga!uran dimaksud mdiputi pengarora.n tata te.mpat. tata up3.ca.ra da:1 

• ·ta pc.ogbon:naran. 
Pcogatur.l!l mengenai hak-halc keuan_gan Pimpin.a.n clan Anggou 

11. PENJELASA1'PASAL0~'0 PASAL 
Pasal I 

Cukup jclas. 
Pasa12Aya1(l) 

Cul-up jdas. 
Ayat(2) 

Hurufa 
Aea.ra Rcsmi di Oaeu.h acara adalah yang 
disclcngganal-an di lt,ukota Propiosi. (bukota Kabupaten, 
Kec:unaian dan Kelurahan I Desa, 

Hwufb 
Cukup Jda.;.. 

Hun.rfc 

Untuk ttjalinnya hubungan kerj.:1 yang harmonis dan salit.c 
mendukm\g, diperlukan adanya P"•ganmtn tcmang ha.~ - bai: 
protol:oler d,n kcu1'>~ Pimpioan dv, Aoggola OPRD. H3:l 1cnd,q 
berrujuao ag,r masing - masiog mcmperolch hak dan melaksanw, 
kewajiban mcnin~tkan pcnn dan tanggung jawab mcngcmban_6ll 
kchidupaodanooa.si, menjamin ketuwalcilan rakya1 dao daerah .Wai, 
mdaksaown rugas dan kcwcnangannya. mengcmbangkan hubuoga, 
dan mckani.sme checks and balances antara lcmbay lcgislarif da 
d.sd.:urif, mcningkatL:an kuJailtas,. prodvktifiw dart kinerjc1. dmi 
tcrwujudnya i.eadil.a.o clan k~abteta.an masya.rakat. 

DPRD rncrupabn pcdoman. dafam rang.b. pcnyediaan atau pcmbctfa.n 
penghasi1an teup dan runjangan kcsc:ja.htcraan sen.a bda.nj-a. pc:ounjang 
kcgiatao WJtuk meodukung kdancaran rug.as d.m fungsi DPRD mdalui 
APBD berdasarkan asas efisiensi. cfcktifitas. t:ra:nsparUi daft 
benanggung jawab <knga.G rujuan ag...r iem.OagAt lttSCOU-t dapat 
meoir,gbtbn ki.neJ'!11nva <t"9•ai denga.n Rericaaa Kerja yang 
di1e1apkan deb Pim pi nan OPRD. 

kemilfaall berani OPRD mcrupabn miua kcrja Pcn:erintah 0..,., 
dalam mc:mbuat kebijakan dacrah 1mtuk mclaksanakan o<onomi ~ 
sesiiai d,ngan rugas daa fung,i masing -masing. Bertlasarbn h>! 
tenebut anw t.edua lcmbaga wajib memelibara dan membang,,, 
bubu:lgao kaja yan,& ~wo..is dan i«t"ll sama lain h..,-J.S ~ 
meodulcun11, bukan salinglawan aiau pesaing. 
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J..., .. v, 
Cul:upjdu. 

Puall7 
Ayat(I) 

Peoycdi•an nunih jaba!.n. pcrlcngbp>n dan kcnd.uun dinas 
jab.an Pimpinan DPRD b<fJ'<'loman p:uh sand:tr yang 
ditmpkan dengan Kepuru.sa.o Bupa.ti Br dies. 
hda. sut penyttahan pcmaJ.:aian rumaa jab:nan besena 
ptrl""gk.apan sena I ( ..... ) kcr.d>.sun ~in,s i•b•t""­ 
dinungkan cUfam ibtan pcrj.a.ojian a.ntara Pcmerinuh Daerah 
cknganPimpi,:,anDPRD. 

Ayu(2) 
Cukupjelas. 

1.,.t(l) 
Cul.vpjdas. 

Pasal 18 
Ay•t(I) 

Peoyediaa.n ruoah dioa.s Anggota DPRO bese rta 
pcricngk:apannya berpt:doman pa.d.a stander yang ditctapkan 

Ay>l(I) 
Tunjanpo pemelih.uun k.~un Qn pen_gob.aa.n .sa:ma 
dcnga.n kc:tcmu.i.i ya:,g beruku pa4i Pcgawai Nr;cn S1pi1 
Gdongan JV. 

Aya1(2) 
Cul:upjdas. 

5 

PasaJ5 
Ketcntuan ini banya bettaltu apob;la pdanoon Kepala Daenbdan 
wakil Kq,ola Dae, ab berlangsungdi Gcdung DPRD. 

Pasal6 
O,kupjd,s_ 

Pasa17 
Cul-t,p jdas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pas3l9 
Cukupjdas. 

Pasal 10 
Cukupjelas, 

Pasal II 
Cu,-,,p jelas. 

Pasal 12 
Culrupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas. 

Pasal 14 Ayar (I) 
Yang dimaksud dengan ala! kelengkapan lainnya ,epeni Paniti, 

Legislasi. 
Pasal 15 

Cukupjclas. 
.... asal 16 
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Pasal24 
Cukupjelas. 

Pasa12S 
Ayat(l) 

Cukupjdas. 
Ayat(2) 

Cukup jcl-as. 
Ayatµ) 

Pasal 22 
Huruf a 

Cukupjelas. 
Huruf b 

Biaya pengumsan jeeazab adalah biaya yang dibeba.nkan 
dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tuS,33 sampai 
ke tempat pemakarnan. 

Pasal 23 
Ayat(I) 

Cukupjeles. 
Ayat(2) 

Cukupjelas. 
Ayat(3) 

Cukupjelas. 
Ayat(4) 

Vang jasa pcngabdian tidak diberibn kepada Pim pi nan dan 
Anggo1.'\ 0-PROyang diberheetiken dengan tidak hormaL 

7 

Ayat(2) 

Penetapan standar saruan harga dan kualitas bahan 
pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghernatan, 
kepatutan dan kewajaran. 

- 

dengan Keputusan B'u))lti Brebes. Penycraban pemakai1n 
romah dinas besena per!engk.apaMya, dituangkan dalam 
ikatan perja.njian antara Pemetintah Daetah dengan yang, 
bersangkutan. 

Ayat(2) 
Cukupjela~ 

Ayat(3) 
Cul-1,pjelas. 

Pasal 19 
Culrupjel ... 

Pasal20 
Cul1Jpjclas. 

Pa,.J21 
Ayat(I) 

~kaian Dinasbe.scma auibutnya terdiri atas ; 
a Pakaian SipiJ Harian disediakan 2 (dua) pasang da.lam saru 

ta.bun: 
b. Pakaian Sipil Resrm disediakan 1 (saru) pasang dalam satu 

tahun; dan 
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima 

tahun. 

6 
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ymgsiCamya meoambah nilai kebyUJ1dacrah. 
Ayat(4) 

Cutupjdu. 
Pasal26 

OJl:upjdas 
Pasal27 

Cukupjdu. 
J>,,sallll 

O,kupjdu. 
pasaJ19 

Cukupjdas. 
PasaJJO 

CUkupjdas. 
Pasal 31 

0,1:upjclas. 

9 I 

ongkos ki_ntor lainn7a. 
c, Delanja pe:rjalaru.n dirw yaitu bdaoja Pimpinan cbo 

Ang_SKU OPRD dalam rangka mdaksanak.an tup.SD)'J. 
aw. nama Jem!:iaga pawakilan rakyatdu:rah baik di da.tu, 
0....it rnaupun kduar Oaerah yang besamya disesuaiku 
den!l>'I sundat petjalanan <£nas Pegawai Negeri Sipil 
T,ngka1 A yangdil<tapkan oidtKepala Daenh. 

d.. Bdanja pcmelibatun antara lain pcmdiharun s.a;rana daA 
prasarana gcdung kantor OPRD daft Sdaewia1 OPRD, 
rumeh jahattn Pim pi nan clan rumah dinas Anggaa OPRD 
clanktndan.andinasPimpinanOPRD. 

c. Belanjamodal anwa lain un1ul::kebuwba.n pem.ba.o.gunic.J 
perluuonlpeoambohanGedungKantor/Rwnahl•"""' 
Rumali Oinas, peogadaan pcrlengl.apan I pmJaua 
bntor. peogada.an kendasaao -lirw Pimpinan OPRD. 

banng clan jua habis pakaj, scpcru aJat rulis bmor, 
pabiandinasPimpinancbnAnggctaOPRDda.aP-,; I 
Sekn,uriat OPRO • ..,.,. rumab, pttmi aswarui kcseha"'1. 
koruumsi rapa1 da=h. bclz.nja listrik. tclcpoo. air. gasda, 

daa Tunj~ P~aw3i Sdamriat OPRD ses.uai ~ 
g<>iCGgaajaballO. 

Yang dim.w>Jd d<ngm diunibn ke dalam jenis bdai;, 
adalah sd>ag>i bcribn. 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

